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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Judul ialah suatu gambaran dalam karya ilmiah yang memperjelas 

pokok pembahasan. Sebelum penulis mengadakan pembahasan lebih lanjut 

tentang skripsi ini terlebih dahulu penulis akan jelaskan pengertian judul. 

Sebab judul ialah kerangka dalam bertindak, apalagi dalam suatu penelitian 

ilmiah, hal ini untuk menghindari penafsiran  yang berbeda di kalangan 

pembaca. Maka perlu penjelasan dan arti dari berbagai istilah yang 

terkandung didalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Peran KUA Dalam Mengatasi Ilegal Wedding’’. 

1. Tinjauan ialah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah 

menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).
1
 

2. Hukum Islam dalam khazanah kata hukum di Indonesia penggabungan 

dua kata, yakniu hukum dan Islam. Hukum ialah seperangkat peraturan 

tentang tindak tanduk atau tingkah laku yang diakui oleh suatu negara 

atau suatu masyarakat yang berlaku dan mengikat seluruh anggotanya. 

Kemudian kata hukum pada Islam ialah peraturan yang dirumuskan 

berasaskan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang perbuatan atau 

tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi 

semua pemeluk Islam.
2
 

                                                           
1
Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan 

Nasional,2008), 1529 
2
Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta:Rajawali Pers,2015), 5 
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3. KUA Ialah singkatan dari Kantor Urusan Agama yakni suatu Lembaga 

pemerintah yang secara khusus menangani masalah-masalah keagamaan 

masyarakat pada umumnya dan masalah perkawinan pada khususnya 

yang berada di tingkat Kecamatan di bawah Departemen Agama.
3
  

4. Ilegal Wedding bisa juga disebut nikah siri atau nikah dibawah tangan 

ialah suatu pernikahan atau perkawinan yang dilakukan oleh mempelai 

laki-laki kepada calon mempelai perempuan tanpa dicatat pegawai nikah 

dan tidak memiliki akta nikah.
4
 

Maksud dari Judul ‘‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran KUA 

Dalam Mengatasi Ilegal Wedding (Study di KUA Kecamatan Gisting 

Kabupaten Tanggamus)’’ ialah sebuah pandangan, penyelidikan dan 

pendapat hukum Islam mengenai terhadap peran KUA dalam mengatasi 

ilegal wedding dengan fokus penelitian di KUA Kecamatan Gisting 

Kabupaten Tanggamus. 

B.  Latar Belakang Masalah 

Kantor urusan agama atau bisa disebut KUA ialah jajaran kementrian 

agama yang berada di wilayah Kecamatan Sesuai dengan KMA 

No.517./2001 diantara peran kantor urusan agama ialah melayani 

masyarakat terkait dengan pencatatan nikah,membina masjid, zakat, baitul 

mal, ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah. 

Hubungan masyarakat dengan kantor urusan agama (KUA) tidak bisa lepas 

terkait dengan masalah pernikahan, perkawinan yang sah ialah perkawinan 

                                                           
3
 Depag RI, Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah,Bimbingan Masyarakat Islam dan 

Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI (Jakarta: 2004), 12 
4
 Zainuddin Ali, Hukum Perdata islam di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika,2007), 27 
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yang yang apa bila dilakukan dalam pandangan hukum Islam sesuai pasal 2 

ayat 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dalam 

kompilasi hukum Islam pasal 5 ayat 1 agar terjamin ketertiban perkawinan 

bagi masyarakat setiap perkawinan harus dicatat.
5
 

Sebab Kantor rusan agama ialah satu-satunya lembaga yang 

berwenang dan berhak mengeluarkan akte nikah bagi masyarakat  yang 

beragama Islam sedangkan bagi yang beragama non Islam di Dukcapil. 

Pencatatan perkawinan ialah bagian dari Administrasi Negara dalam rangka 

mewujudkan tata kelola pencatatan perkawinan yang baik (good 

governance).
6
  

Jika pernikahan tidak dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah 

(PPN) atau tidak dicatatkan pegawai pencatat nikah (PPN) maka KUA tidak 

memiliki wewenang dan hak mengeluarkan akte nikah. Dalam kejadian 

seperti itu  dikatakan Ilegal Wedding atau pernikahan sirri.  

Fenomena nikah sirri masih saja terjadi dan menjadi  isu menarik 

untuk diperbincangkan secara serius, bukan sebab nikah sirri itu dilakukan 

dengan sembunyi-sembunyi dan menuai kontroversi di kalangan ahli hukum 

di Indonesia, melainkan nikah sirri itu sudah menjadi perilaku yang tidak 

tabu baik di kalangan pejabat, selebriti, peraktisi politik atau bahkan tokoh 

agama dan juga tokoh masyarakat. Selain itu juga realitas praktik nikah sirri 

di masyarakat menimbulkan banyak masalah yang tidak sederhana dalam 

                                                           
5
 Mahkamah agung RI ,Himpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan 

dengan kompilasi hukum islam pengertian dalam pembahasannya (Jakarta: MM-RI, 2011), 64 
6
 Muhammadong, M, Ag, Tata Kelola Pencatatan Perkawinan berasaskan undang-

undang (Makasar:Badan Penerbit Universitas Makasar,2017), 1 
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menjalani kehidupan keluarga. Mulai dari masalah ekonomi, sosial, budaya 

sampai pada masalah hukum. 

Hukum asal menikah ialah jaiz (diperbolehkan) Sebagaimana dalam 

pandangan madzhab Asyafi’yah disebut bahwa rukun nikah yang harus 

terpenuhi agar suatu pernikahan dikatakan sah yakni.
7
 

1. Adanya Kedua Mempelai (suami-istri) 

2. Adanya wali (ayah kandung calon pengantin perempuan sebagai pihak 

yang melakukan ijab 

3. Adanya saksi (dua orang laki-laki yang adil) 

4. Adanya ijab kabul (akad nikah) 

Perkawinan ialah suatu perbuatan yang disuruh oleh Allah dan juga 

disuruh oleh Nabi. Banyak Suruhan Allah dalam Al-Qur’an untuk 

melaksanakan perkawinan. Diantaranya firman-Nya surat An-Nur ayat 32: 

وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِيَن مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ 
 مِن فَضْلِهِ )سورة النور:٣٢( 

 ‘‘Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan 

orang-orang yang layak (untuk kawin) di antara hamba-hamba sayahamu 

yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka 

miskin Allah memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-

Nya”. (An-Nur ayat 32) 
8
 

Adapun Hadis Nabi dari Anas Bin Malik dalam pandangan 

Riwayat Ahmad disahkan oleh Ibnu Hibban, sabda Nabi yang berbunyi:  

                                                           
7
 Imam Syairozi, Kitab Al-majmu,Syarh Al-muhadzab,(Jeddah:Maktabah Al-Irsyad, t.tt), 

jilid 17,  240 
8
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, (Bandung: Diponogoro, 2008), 354 
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الْوَلُودَالْوَدُودَفَإِنِّي مُكَاشِرٌبِكُمْ )رواه احمد(تَزَوَّجُوا    

“Kawinilah perempuan-perempuan yang dicintai yang subur, sebab 

sesungguhnya aku akan berbangga dengan banyaknya ummatku.’’ 
9 

Dari begitu banyakmya suruhan Allah dan Nabi untuk melaksanakan 

perkawinan itu, maka perkawinan itu ialah perbuatan yang lebih disenangi 

Allah dan Nabi untuk dilakukan.namun untuk masalah nikah sirri atau ilegal 

wedding banyak menimbulkan kemudharatan bagi kaum wanita dan anak-

anak yang dihasilkan dari pernikahan itu.  

Sebab, secara hukum yang berlaku di Indonesia, pernikahan mereka 

tidak sah dan anak-anak yang mereka hasilkan juga tidak sah secara hukum. 

Hal ini tentu saja berpengaruh terhadap hak istri dan anak hasil pernikahan 

itu yang sangat banyak merugikan mereka. 

Sebagai aturan tambahan dalam melaksanakan pernikahan yang sah di 

Indonesia yakni setiap pencatatan perkawinan ialah suatu keharusan 

sebagaimana diterangkan dalam UU No I/ 1974 pasal 2 ayat 2 bahwa: 

‘‘Tiap-tiap perkawinan dicatat dalam pandangan peraturan yang berlaku’’.
10

  

Kemudian ditegaskan lagi pelaksanaannya dalam PP No.9 /1975 

dalam pasal 3 yang menyatakan bahwa: ‘‘Setiap orang yang akan 

melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai 

Pencatat Nikah di tempat perkawinan akan dilangsungkan”.
11

 

                                                           
9
 Abu Abdillah, Musnad Ahmad bin Hambal (Beiru: Alam Al-Kutub, 1998) 158 

10
 Saptono Raharjo, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan (Jakarta, Bhuana Ilmu Populer,2017) 12 
11

 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 
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Dalam hakikat dari pencatatan perkawinan dalam pandangan UU No 

I/1974 bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan di tengan 

masyarakat, untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, 

khususnya bagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga.  

Dengan akte nikah, suami istri memiliki bukti autentik atas perbuatan 

hukum yang sudah mereka lakukan. Bukti otentik semacam ini sangat urgen 

sebagai tali pengikat tanggung jawab semua pihak agar terjamin nilai 

keadilan dan ketertiban yang menjadi pilar utama tegaknya kehidupan 

rumah tangga.
12

 Sehingga jika ada orang yang melaksanakan pernikahan 

walau sudah memenuhi syarat dan rukun. 

Dalam tinjauan sosiologi jika apa yang dipikirkan dan diperbuat 

seseorang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat, maka 

orang yang melakukan illegal wedding atau nikah siri sudah melakukan 

anomali nilai. Akibatnya, masyarakat memberikan sanksi sosial Dalam 

pandangan peraturan perundang-undangan orang melakukan ilegal wedding 

atau nikah siri sebagai tindak pidana pelanggaran dengan sanksi yang sudah 

di tetapkan. 

Tetapi dengan  seiring berjalannya waktu, sanksi bagi pelaku ilegal 

wedding masih sangat ringan, sehingga saat ini tengah dipersiapkan RUU 

Hukum Materil Peradilan Agama yang memberikan sanksi lebih berat 

terhadap perkawinan yang dilakukan tidak di hadapan PPN, sudah di 

tegaskan Pada pasal 143 dan 151 dan Pada pasal 147 dan 151 Rancangan 

                                                           
12

 Amiur Nuruddin, Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Jakarta, Prenada Media, 2004), 

120-121 
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Undang-Undang Hukum Materil Peradilan Agama. Sanksi itu nampaknya 

tidak efektif sebab ternyata persoalan yang kita hadapi sekarang ini ialah 

kenyataan yang sesungguhnya bahwa masih ada masyarakat yang 

melakukan nikah siri dan dalam kasus ini KUA memiliki peran dalam 

menekan angka nikah sirri.  

Disinilah penulis perlu melakukam penelitian tentang “Tinjauan 

Hukum Islam  Terhadap Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam 

Mengatasi Ilegal Wedding’’. 

C. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian atau fokus masalah  dalam penelitian ini perlu 

dilakukan agar tidak terlibat dalam diskusi yang terlalu luas dan 

menyimpang dari subjek, kecuali itu berl    aku juga untuk jadikan penelitan 

lebih mudah. Oleh sebab itu, penulis membatasi penelitian dengan hanya 

membahas permasalahan tentang tinjauan hukum Islam terhadap peran 

KUA dalam mengatasi ilegal wedding di Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Gisting, Kabupaten Tanggamus.  

D. Rumusan Masalah 

Berasaskan Latar Belakang di atas, maka didalam penulisan Proposal 

Skripsi ini akan penulis uraikan rumusan masalahnya diantaranya : 

1. Bagaimana peran KUA dalam mengatasi ilegal wedding di kantor urusan 

agama Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus? 

2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap peran KUA dalam 

mengatasi ilegal wedding? 
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E. Tujuan Penelitian 

Ada beberapa alasan yang mendorong ataupun memotivasi penulis 

memilih  judul Proposal Skripsi ini sebagi bahan untuk di teliti dan dikaji di 

antaranya ialah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui Peran KUA dalam menghadapi Ilegal Wedding di 

Kantor (KUA) Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus. 

2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap KUA 

dalam mengatasi ilegal wedding. 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut: 

1. Secara teoritis 

Diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam  

rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan,dan dapat menjadi 

bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa Fakultas 

Syari’ah maupun masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan khususnya berkaitan tentang ilegal wedding. 

2. Secara praktis 

a. Bagi kantor urusan agama Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus 

Sebagai masukan dan pertimbangan di kantor urusan agama 

Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus. Untuk mempertegas 

sanksi Efektifitas Ilegal Wedding.  



 
 

9 
 

b. Bagi peneliti  

Untuk Memenuhi satu diantara syarat tugas akhir untuk  

memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) S1 pada Fakultas Syariah di 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 

c. Bagi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 

Penelitian ini diharapkan mampu menambah daftar koleksi Pustaka 

untuk bahan bacaan dan kajian Mahasiswa Universitas Islam Negeri 

Raden Intan Lampung 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh pihak lain yang 

dipakai sebagai bahan pengkajian berkaitan dengan penelitian ini antara 

lain: 

1. ‘‘Nikah Siri Dalam tinjauan Hukum Teoritis dan Sosiologi Hukum 

Indonesia’’. Mahasiswa IAIN Bukittinggi, tahun 2017. Penelitian ini 

Membahas: Bahwa adanya dualisme aturan dalam melaksanakan 

perkawinan umat Islam di Indonesia menimbulkan polemik di kalangan 

ulama yang pro dan anti terhadap pembaruan hukum Islam, walaupun 

aturan pencatatan perkawinan itu sudah termaktub dalam UU no 1 Tahun 

1974 dan Kompilasi Hukum Islam, tetapi sebagian masyarakat masih 

melaksanakan perkawinan dengan cara siri atau nikah di bawah tangan.
13

 

Berasaskan Analisa diatas, maka penelitian ini berbeda dengan skripsi 

                                                           
13

 Aidil Alfin, Nikah Siri Dalam tinjauan Hukum Teoritis dan Sosiologi Hukum 

Indonesia,  Al-Manahij: Jurnal kajian Hukum Islam no.11 Tahun (2017) 



 
 

10 
 

saya yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Kantor 

Urusan Agama Dalam Mengatasi Ilegal Wedding. 

2. ‘‘Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Hasil Perkawinan Siri 

yang Ditelantarkan Dalam Pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang 

Perlindungan Anak”. Mahasiswi Universitas Al Azhar Medan Indonesia 

2018. Penelitian ini membahas: Konsep Hukum Islam dan Undang-

Undang dan Tanggung jawab Orangtua Terhadap anak yang 

ditelantarkan dari hasil perkawinan siri serta bentuk perlindungan hukum 

terhadap hak anak dari hasil perkawinan siri dalam pandangan hukum 

Islam.
14

 Berasaskan analisa diatas, maka penelitian ini berbeda dengan 

skripsi saya yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran 

Kantor Urusan Agama Dalam Mengatasi Ilegal Wedding. 

3. Maulana Muzaki Fatawa “Peran Kantor Urusan Agama Dalam 

Meminimalisir Nikah Dibawah Tangan”. Peineilitian ini meimbahas: 

bahwasannya sistem pemerintahan hukum di Indonesia tidak mengenal 

istilah “Kawin di Bawah Tangan” dan semacamnya, dan tidak diatur 

secara khusus dalam sebuah konstitusi peraturan perundang-undangan 

Namus istilah ini diberikan bagi perkawinan yang tidak dicatat dan 

dianggap dilakukan tanpa memenuhi persyaratan yang berlaku khususnya 

tentang pencatatan perkawinan yang diatur dalam Undang-undang No.1 

Tahun 1974 tentang pencatatan perkawinan dalam skripsi ini banyak 

warga yang melakukan nikah dibawah tangan dengan berbagai alasan 

                                                           
14

 Anjani sapahutar,  Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Hasil Perkawinan 

Siri yang Di telantarkan Dalam pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak,  

Dokterina: Jurnal of Law no. 1 Tahun (2019) 
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adapun faktor masyarakat melakukan nikah dibawah yangan yaitu kurang 

tingginya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan 

pernikahan pendapatan yang minimserta pendidikan yang rendah. 

Kemudian peran KUA disini untuk meminimalisirnya 

4. Romlah Siti (2018), “Nikah Siri dan Akibat Hukumnya (Study Analisis 

Peindapat Pondok Peisantrein di Deisa Brobo, Keicamatan Tanggungharjo, 

Kabupatein Grobogan)” Meimbahas: Deingan maraknya nikah siri yang 

teirjadi disini seiring kali peirnikahan siri hanya dijadikan jalan pintas 

(disalah gunakan) atau dilakukan oleih orang-orang yang tidak 

beirtanggung jawab, seihingga banyak seikali pihak yang dirugikan. 

Seihingga akibatnya anak dan istri yang meinjadi korban peineilantaran. 

Akan teitapi seijak lahirnya UU peirkawinan 1974 meingeinai peincatatan 

peirkawinan pun sudah diatur pula dalam pasal 2 ayat (1) UU peirkawinan 

No. 1 tahun 1974. Beirtujuan untuk keiteirtiban peilaksaan hukum, deingan 

adanya keipastian hukum, dan untuk meilindungi pihak-pihak yang 

meilakukan peirkawinan. Seihingga deingan adanya peincatatan peirkawinan 

ini akibat yang ditimbulkan tidak beisar, dan apabila keiduanya teirjadi 

peirceikcokan pun meireika dilindungi oleih hukum dan dapat 

meimpeirtahankan haknya masing-masing. Kata kunci: Dampak yang 

ditimbulkan leibih beisar, tidak meimiliki keikuatan hukum yang kuat. 
15

 

maka peineilitian ini beirbeida deingan skripsi saya yang beirjudul “Tinjauan 

                                                           
15

 Romlah Siti, Nikah Siri dan Akibat Hukumnya (Study Analisis Pendapat Pondok 

Pesantren di Desa Brobo, Kecamatan Tanggungharjo, Kabupaten Grobogan), (Skripsi 

UNNISULA, 2018). 
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Hukum Islam Teirhadap Peiran Kantor Urusan Agama Dalam Meingatasi 

Ileigal Weidding. 

5. Alia Nor 2018, “Praktik Nikah Siri (Study Kasus di Deisa Binjai 

Keicamatan Labuan Amas Utara Kabupatein Hulu Sungai Teingah)”. Dari 

hasil peinelitian bahwa gambaran peirnikahan siri yang teirjadi di Deisa 

Binjai Pirua dilakukan seicara rahasia dan tidak teircatat, yang 

meilatarbeilakangi meireika meilakukan peirnikahan itu seibab alasan 

poligami dan eikonomi. Seidangkan pada kasus II seilain dua alasan sudah 

diseibutkan ditambah deingan adanya rasa trauma atas peirnikahan 

seibeilumnya. Peirnikahan siri (tidak teircatat) dan dilakukan seicara rahasia 

(tidak diumumkan) beirteintangan deingan hukum yang beirlaku di 

Indoneisia. Dalam peirundang-undangan maupun norma fikih bahwa suatu 

peirnikahan harus dicatat, diumumkan dan diadakan acara walimah. Hal 

itu beirasaskan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Teintang 

Peirkawinan, Pasal 5 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Q.S an-Baqarah 2: 

235, 288 dan Hadis.
16

 maka peineilitian ini beirbeida deingan skripsi saya 

yang beirjudul “Tinjauan Hukum Islam Teirhadap Peiran Kantor Urusan 

Agama Dalam Meingatasi Ileigal Weidding. 

H. Meitodei Peineilitian 

1. Jeinis dan sifat Peineilitian 

a. Jeinis Peineilitian   

                                                           
16

 Alia Nor, Praktik Nikah Siri (Study Kasus di Desa Binjai Kecamatan Labuan Amas 

Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah), (Skripsi UIN Antasari Banjarmasin,2019). 
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Jeinis peineilitian ini ialah peineilitian lapangan (fieild reiseiarch), 

peineilitian lapangan yakni jeinis peineilitian yang dilakukan deingan cara 

meingumpulkan data dan informasi yang dipeiroleih langsung dari 

lokasi peineilitian teipatnya di Kantor Urusan Agama (KUA) 

Keicamatan Gisting Kabupatein Tnaggamus.
17

 

b. Sifat Peineilitian 

Sifat Peineilitian dalam skripsi ini ialah deiskriptif analitik yakniu 

meitodei peineilitian deingan meingumpulkan data-data lalu 

diikhtisarkan.
18

 

2. Populasi dan Sampeil 

a. Populasi 

Populasi ialah totalitas dari seimua objeik atau individu yang 

meimiliki karakteiristik teirteintu, jeilas dan leingkap populasi seindiri 

dalam pandangan Sutrisno Hadi, ialah jumlah keiseiluruhan dari unit 

analisis yang ciri-cirinya akan diduga, yang di maksud ialah akan 

diteiliti.
19

Meirujuk keipeindapatan Arikunto bahwa apabila subjeiknya 

kurang dari 100 orang maka akan diambil seimua. Dan jika subjeiknya 

beisar atau leibih dari 100 orang dapat di ambil antara 10-15% atau 20-

25%. Didalam peineilitian ini populasinya ialah Seiluruh Peigawai di 

Kantor Urusan Agama Keicamatan Gisting Kabupatein Tanggamus, 

                                                           
17

 Lexy moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Roska Karya, 

2000), 40. 
18

 Zainudin Ali, Metodelogi Penelitian Hukum, (Jakarta:Grafik Grafika, Cetakan Ke 3, 

2011), 106 
19

 Sutrisno Hadi, metodelogi reserch, (Yogyakarta: PT Adi Ofset, 1991), 3 
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yakni beirjumlah 12 orang. Seibab jumlah peineilitian ini 12 orang atau 

kurang dari 100 maka peineilitian ini ialah peineilitian populasi. 

 

 

b. Sampeil 

Sampeil dalam pandangan Suharsimi Arikunto ialah bagian dari 

populasi yang di teiliti dan dianggap dapat meiwakili populasinya.
20

 

Sampeil yang dipakai ialah Purposivei Sampling, peineintuan sampeil ini 

deingan peirtimbangan khusus seihingga layak dijadikan sampeil.
21

  

Diantaranya Keipala KUA Keicamatan Gisting Kabupatein Tanggamus , 

peinyuluh, peinghulu beiseirta staff. 

3. Sumbeir Data 

a. Data Primeir  

Data primeir ialah data yang dipeiroleih langsung dari lokasi 

peineilitian, baik meilalui wawancara, obseirvasi maupun laporan dalam 

beintuk dokumein tidak reismi yang keimudian di olah oleih peineiliti.
22

 

Sumbeir data primeir ini ialah keipala Kantor Urusan Agama 

Keicamatan Gisting Kabupatein Tanggamus, para peitugas staff. 

peinyuluh dan peinghulu. 

b. Data Seikundeir 

                                                           
20

 Irawan Suhartono, Metode Penelitian Social  (Bandung: PT. Remaja Rosyada, 1995), 

57 
21

 Juliansyah, Metode Penelitian.(Jakarta: Kencana, 2010), 147 
22

 Suharsimi Ari Kunto, Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik (Jakarta:Rinika Cipta, 

2002), 107 
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Data seikundeir ialah yakniu data yang meinjadi peileingkap 

sumbeir data primeir, dipeiroleih dari buku-buku ilmiah, hasil peineilitian 

dan karya ilmiah reileivan deingan topik peineilitian yang meimbahas. 

 

 

4. Meitodei Peineilitian Data 

a. Meitodei Inteirvieiw (wawancara) yakni meitodei peingumpulan data 

deingan cara Tanya jawab seicara lisan dimana dua orang atau leibih 

beirtatap muka meindeingarkan seicara langsung meingeinai informasi-

informasi atau keiteirangan-keiteirangan.
23

 Pihak yang diwawancarai 

dalam hal ini ialah Beibeirapa Peigawai Kantor Urusan Agama. 

b. Meitodei Dokumeintasi, yakni meitodei untuk meimpeiroleih data deingan 

cara meimpeilajari dokumein-dokumein, beirupa beirkas-beirkas, buku 

yang beirhubungan deingan topik peineilitian. 

5. Meitodei Peingolahan Data 

a. Peimeiriksaan data atau (Eiditing) yakni meimeiriksa apakah data yang 

teirkumpul sudah cukup leingkap, sudah beinar, sudah seileisai/reileivan 

deingan masalah. Seilain itu juga eiditing ialah satu diantara cara untuk 

meinghilangkan keisalahan-keisalahan yang ada saat peincatatan 

lapangan seihingga keikurangan dapat  diminimalisir, dan di leingkapi 

atau di peirbaiki.
24

 

                                                           
23

 Cholid Naruko, Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta:PT Bumi Aksara 2007), 

63 
24

 Susadi, Metode penelitian, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M), 

170 
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b. Peinandaan data (coding) yakni meimbeirikan catatan atau tanda yang 

meinyatakan jeinis sumbeir data (buku liteiratur atau dokumein) 

peimeigang hak cipta atau urutan rumusan masalah. 

c. Reikontruksi data (Reiconstruction) yakni peinyusunan data seicara 

teiratur dan beirurutan seihingga mudah dipahami. 

d. Sisteimatika data (systeimatizing) yakniu meingeilompokan data deingan 

meimakai sisteimatika bahasa yang beirasaskan deingan urutan 

peirmasalahan. 

6. Meitodei Analisis Data 

Untuk Meinganalisis data yang dilakukan seicara kualitatif  yakni 

proseidur peineilitian yang meinghasilkan data deiskriptif, yang beirupa kata-

kata teirtulis atau lisan yang dapat dipahami.  

Dalam analisis kualitatif peinulis meimakai meitodei beirpikir induktif, 

yakniu beirfikir deingan beirangkat dari fakta-fakta atau peiristiwa-peiristiwa 

yang khusus ditarik geineiralisasinya seihingga meimpunyai sifat umum. 

I. Sisteimatika Peimbahasan 

Sisteimatika peimbahasan skripsi ini teirdiri dari: 

BAB I Peindahuluan 

Bab ini meimuat peineigasan judul, latar beilakang masalah, fokus 

peineilitian, rumusan masalah, tujian peineilitian, manfaat peineilitian, kajian 

peineilitian teirdahulu yang reileivan, meitodei peineilitian dan sisteimatika 

peimbahasan. 

BAB II Landasan Teiori 
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Dalam bab ini diuraikan seijarah KUA, tugas dan peiran KUA, 

peingeirtian peirnikahan, dasar hukum peirnikahan , tujuan peirnikahan, syarat 

dan rukun peirnikahan, macam-macam peirnikahan, nikah sirri (ileigal 

weidding) dan peincatatan peirkawinan di Indoneisia. 

BAB III Deisktipsi Objeik Peineilitian 

Dalam bab ini diuraikan teintang gambaran umum KUA Keicamatan 

Gisting Kabupatein Tanggamus yang teirdiri dari seijarah beirdirinya KUA 

Keicamatan Gisting Kabupatein Tanggamus, Struktur Geiografis KUA 

Keicamatan Gisting Kabupatein Tanggamus, Tujuan Pokok dan Fungsi KUA 

Keicamatan Gisting Kabupatein Tanggamus, Visi Misi KUA Keicamatan 

Gisting Kabupatein Tanggamus, Struktur keipeingurusan KUA Keicamatan 

Gisting Kabupatein Tanggamus dan seirta peinyajian fakta dan data yang 

meimbahas Peiran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Meingatasi Ileigal 

Weidding di KUA Keicamatan Gisting Kabupatein Tanggamus. 

BAB IV Analisis Peineilitian 

Bab ini beirisi bagaimana peiran KUA Keicamatan Gisting Kabupatein 

Tanggamus Dalam meingatasi Ileigal Weidding dan tinjauan hukum islam 

peiran KUA dalam meingatasi Ileigal Weidding di KUA Keicamatan Gisting 

Kabupatein Tanggamus. 

BAB V Peinutup 

Bab ini meiliputi Keisimpulan dan Reikomeindasi. 
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BAB V 

PEiNUTUP 

A. Keisimpulan 

Dari paparan yang sudah dipaparkan dalam bab-bab seibeilumnya, 

maka dapat diikhtisarkan bahwa : 

1. Peiran KUA Keicamatan Gisting Kabupatein Tanggamus dalam meingatasi 

illeigal weidding ialah seibagai beirikut:  

a) Deingan meimbeirikan peingarahan keipada para Peimbantu Peigawai 

Peincatat Nikah (Modin) untuk tidak mau meinikahkan atau meinolak 

masyarakat jika tidak meimeinuhi syarat atau keiteintuan-keiteintuan yang 

sudah diteintukan oleih KUA.  

b) Meimbeirikan peinyuluhan keipada masyarakat meimalui aparatur peikon 

teintang peintingnya peincatatan peirnikahan di Indoneisia dan harus 

meimeinuhi peirsyaratan formal.  

c) Meimbeirikan peinyuluhan keipada masyarakat teintang implikasi neigatif 

teirhadap peirnikahan yang tidak dicatatkan di leimbaga KUA. 

d) Meimbeirikan peiringatan teigas keipada para Peimbantu Peigawai 

Peincatat Nikah (modin) jika meinghadiri atau bahkan meinikahkan 

masyarakat deingan tidak meincatatkan kei leimbaga KUA. 

2. Pandangan hukum Islam teintang peiran KUA dalam meingatasi illeigal 

weidding seisuai deingan kaidah ushul fikih.   ب  اج  و   و  ه  ف   ه   ِ  لَ ا   ب  اج   لو  ا   م  ت  ي  ال  م  

“Seisuatu keiwajiban yang tidak akan seimpurna jika tidak di seirtai 

tindakan yang lain, maka tindakan itu meinjadi wajib pula. 

Meinyeimpurnakan akad nikah itu wajib, teitapi tidak seimpurna tanpa 
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adanya peincatatan. Oleih seibab itu meincatatkan peirkawinanpun 

hukumnya wajib. 

B. Reikomeindasi 

Adanya peineilitian yang sudah di lakukan di harapkan dapat 

meimbeirikan wawasan:  

a. Keipada  kantor urusan agama khususnya yang beirada di Keicamatan 

Gisting heindaknya seilalu beirupaya meimbeirikan peilayanan publik seibaik-

baiknya keipada masyarakat khususnya dalam masalah administrasi surat-

surat peirnikahan. 

b. Keipada masyarakat diharapkan peiduli deingan status peirkawinan, seibab 

hal itu sangat peinting bagi keibeirlangsungan keihidupan keideipan, dapat 

meinjadi bukti oteintik apabila teirjadi suatu masalah.
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